
 

 

 

 

 

 

 

 

        Jakarta, 07 Mei 2021      

Nomor : 700/1074/IJ Yth. 1. Gubernur 
2. Bupati dan Wali Kota Sifat : Segera  

Lampiran : 1 (satu) berkas  di 
Hal : Optimalisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Vaksinasi 
COVID-19 

     Seluruh Indonesia 

     
Sehubungan dengan surat kami terdahulu Nomor 700/144/IJ tanggal 

19 Januari 2021 Hal Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan 

memperhatikan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Nomor S-348/D2/03/2021 tanggal 5 Mei 2021 Hal Permohonan 

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi, 

bersama ini disampaikan hal sebagai berikut: 

1. Telah dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman pengawasan 

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang semula 

berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-6/K/D2/2021 tanggal 

12 Januari 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi 

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-265/K/D2/2021 tanggal 23 April 

2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. (terlampir) 

2. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui masih terdapat 209 atau 37,6% 

pemerintah daerah yang belum melaporkan hasil pengawasan vaksinasi 

Covid-19, yaitu:  

a. Pemerintah daerah provinsi sejumlah 31; 

b. Pemerintah daerah kabupaten sejumlah 140; dan  

c. Pemerintah daerah kota sebanyak 38 kota.  

3. Sehubungan dengan hal di atas, diharapkan bantuan Saudara untuk 

memerintahkan Inspektur Daerah agar: 

a. Berperan aktif dalam melanjutkan pelaksanaan pengawasan 

vaksinasi Covid-19 sesuai dengan pedoman pengawasan terbaru 

(terlampir). 

b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Kepala Perwakilan 

BPKP di masing-masing daerah dalam pelaksanaan pengawasan 

vaksinasi Covid-19. 

 

 

 



 

 

4. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan surat ini dapat berkoordinasi 

dengan Sdr. Andi Agung Nomor HP 081221616686. 

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas kerja sama yang baik 

diucapkan terima kasih. 

 

a.n Menteri Dalam Negeri 

      Inspektur Jenderal, 

 

 

 

      Tumpak Haposan Simanjuntak 

 

Tembusan: 

1. Menteri Dalam Negeri; 

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan; dan 

4. Inspektur Utama BPOM. 

 








































































































